Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Pengaru J&el aksanaan koordinas dengan pemerintah daerah khusus
|bukota arta terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan
pajak Jakarta Grogol Petamburan

Adhi Heryani, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=106975& | okasi=lokal

<b>ABSTRAK</b><br>

Salah satu fungsi pelayanan Direktorat Jenderat Pajak adalah menyiapkan sarana bagi Wajib Pgjak untuk
menyampai kan laporan tentang pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sarana bagi Wajib Pgjak untuk
menyampaikan laporan dimaksud dipersiapkan dan disediakan oleh Direktorat Jenderat Pajak. SPT Tahunan
Pajak merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan
jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Penyampaian SPT Tahunan merupakan indikator kepatuhan Wajib
Pajak dalam pemenuhan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam hat pemenuhan kewagjibannya dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis. Kedua
jenis kepatuhan itu adalah kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

Untuk menunjang fungsi pelayanan tersebut, Direktorat Jenderat Pajak, melakukan koordinasi dan
kerjasama dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nota Kesepahaan | MoU tentang Koordinas
berdasarkan keputusan nomor : 63 tahun 2001 dan nomor : 4101PJ.12001, tanggal 21 Juni 2001.

Koordinas dan kerjasamaini difokuskan pada kegiatan ekstensifikasi. Namun demikian, hasil kegiatan
bersama ini, akan mendukung upaya kegiatan intensifikasi penerimaan pajak yang dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderat Pajak.

Kerangkateori tentang koordinasi yang dipergunankan dalam penulisan tests ini mempergunakan definisi
yang dikemukakan o:eh Malone dan Crowston. Definisi koordinasi yang dikemukakan oteh Malone dan
Crowston sebagal berikut : "Coordination is managing dependencies between activities' (koordinasi adalah
cara mengelola saling ketergantungan diantara kegiatan-kegiatan).

Macam-macam ketergantungan yang harus diatur tersebut adalah :
1. Berbagai sumber daya,

2. Hubungan produser / konsumer,

3. Hambatan yang terus menerus ada,

4. Penugasan.

Kerangka pikir tentang kepatuhan, mempergunakan konsep kepatuhan formal dan kepatuhan materiil,
sebagaimana berlaku dalam perpajakan.

Lokas Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan. Penelitian ini
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dikhususkan pada seksi-seksi yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan kegiatan koordinasi tersebut
diatas, yaitu Seksi Tata Usaha Perpajakan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pgjak Penghasilan
Perseorangan, dan Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan daftar isian kuisioner untuk diis oleh para
responden. Hasil isian kuisioner tersebut, diolah dengan menggunakan program SPSS vers 13. Data
sekunder, diperoleh dari laporan-laporan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan.

Namun demikian, penulis juga melakukan penyebaran kuisioner pada Dinas Pendapatan Daerah Propins
DKI Jakarta khususnya pada Subdis BHP dan BHBP, serta pada Biro Administrasi Wilayah Kotamadya
Jakarta Barat. Hal ini dilakukan semata-mata hanya sebagal pembanding.

Hasi| olah data tersebut menunjukkan bahwa koordinasi berperan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari 4
(empat) sub variabel yang ada dalam koordinasi, yang dominan berpengaruh terhadap peningkatan
kepatuhan Wajib Pajak adalah sub variabel hubungan produser konsumer antara Pemda dengan DJP.

Dari penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa adanya koordinasi dapat
meningkatkan kepatuhan Wajib Pagjak, terutama bila ditekankan pada komponen hubungan produsel
konsumer antara Pemda dengan DJP.

<hr><i><b>ABSTRAK</b><br>

One of many service delivery functions that has to be undertaken by Directorate General of Taxesisto
provide a means for taxpayersin fulfilling their rights and obligations related to taxation matters. Annual
Income Tax Return isamedium for taxpayers in reporting their taxes payable under the tax laws. As such,
submission of Annual Income Tax Return has become an indicator of the taxpayers compliance to the laws.

Taxpayers compliance in terms of fulfilling their obligation to file tax returns can be categorized into two
types of compliance namely formal and materiil compliance.

To support such afunction, Directorate General of Taxes has established a Memorandum of Understanding
(MoU) with Local Government of Jakarta Province on coordination and cooperation under ajoint decree
between the two institutions which are decree number 63 year 2001 and number 4101PJ.12001 dated 21
June 2001.

This MoU focuses on the extension activities to increase the number of registered taxpayers. In addition, this
cooperation is aso intended to intensify the efforts of the Directorate General of Taxesto improve taxes
revenue collection.

Theoretical framework of the coordination utilized in this thesisis derived from the definition stated by
Malone and Crowstone. In their book, they define coordination as follow: "coordination? is managing

dependencies between activities'.

The kinds of dependencies that need to be regulated are as follows.



1. Sharing resources,

2. Producer | consumer relationship;
3. Simultaneity constraints;

4. Task /Sub Task

Conceptua framework of compliance utilized in thisthesis is the concept of formal and materiil compliance
as generally used in the field of taxation. For this purpose, research has been conducted in Tax Service
Office Jakarta Grogol Petamburan, particularly in sections which directly relates to the coordination
activities as above mentioned. These include sections of Tax Administration, Data and Information
Management, Individual income Tax and Withholding Tax on income.,

Primary data of the research has been obtained through a questionnaire that has been filled out by
respondents. The program of SPSS version 13 is used to process the result of questionnaire.

For comparison purposes, the author has also distributed a questionnaire to personsin Local Revenue
Authority of Jakarta Province, especially BHP and BHBP, and Administrative Bureau of the District of
Jakarta Barat.

The result shows that coordination has a positive correlation to the taxpayers compliance. From four
components of coordination, producer and consumer relationship (between DGT and Local Government)
has become the most dominant factors contributing to the improvement of taxpayer?s compliance.

Based on the above research, it can be concluded that coordination, in particular producer and consumer
relationship (between DGT and Local Government) contribute to the improvement of taxpayers
compliance.</i>



